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ABSTRAK

Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disingkat ODGJ ialah orang yang mengalami
gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk
sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat
menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai
manusia. Gangguan jiwa pada kenyataannya dalam masyarakat bisa saja membawa
dampak terhadap lingkungan sekitar karena orang yang mengalami sakit jiwa bisa
mengganggu ketenangan orang lain baik dengan cara mengambil benda ataupun
bahkan merusak atau bisa juga sampai melukai orang-orang di sekitarnya. Oleh
karena itu, tindakan orang dengan gangguan jiwa yang menimbulkan kerugian
terhadap orang lain dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum.
Rumusan masalah dalam skripsi im adalah bagaimana pengaturan perbuatan
melanggar hukum dalam hukum perdata serta pertanggungjawaban perdata terhadap
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa
Penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti
rugi sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian
pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk
mengganti kerugian. Berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diberikan diatur di
dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yaitu seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk
kerugian yang discbabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian
yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau
disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Kata Kunci: Orang Dengan Gangguan Jiwa, Ganti Rugi, KUHPER, Perbuatan
Melanggar Hukum.
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LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial di masyarakat, begitu banyak manusia yang terlibat
dalam proses kehidupan sosial ini seperti interaksi antar manusia. Manusia-manusia
ini pun beragam macam, tidak hanya dari satu ras, suku, atau agama. Dan manusia-
manusia juga datang dengan berbagai keunikannya masing-masing, dimana setiap

manusia tidaklah sama baik jasmani maupun rohaninya.

Manusia pun ada yang jasmaninya sempurna, sehat, maupun tidak sehat dan
tidak sempurna. Begitupun juga dengan rohaninya, ada yang sehat dan ada yang tidak
sehat. Manusia dengan rohani atau jiwa yang tidak sehat seringkali disebut dengan
“orang dengan gangguan jiwa”, meskipun sebutan ini sangatlah tidak tepat karena
tidak semua orang dengan gangguan jiwa itu merupakan orang dengan gangguan

jiwa. Istilah yang tepat untuk hal ini ialah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Orang Dengan Gangguan Jiwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kesehatan Jiwa. Definisi dari ODGJ ialah orang yang mengalami
gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk

sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat
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menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai

manusia.l

Tidak jarang kita menemukan orang dengan gangguan jiwa berada di sekitar
kita. Mereka juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar di mana tempat ia tinggal
dan kadang-kadang lepas dari pengawasan orang orang yang bertanggung jawab atas
orang yang sakit ingatan itu. Karena kurangnya pengawasan orang tua atau wali dari
orang sakit ingatan tersebut, sesekali pasti tindakan atau perilaku orang sakit ingatan
itu akan merugikan orang lain baik harta maupun jiwa. Tindakan yang dapat
merugikan orang lain di atas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat

dimintakan pertanggungjawabannya.

Gangguan jiwa (sakit jiwa) pada kenyataannya dalam masyarakat bisa saja
membawa dampak terhadap lingkungan sekitar karena orang yang mengalami sakit
jiwa bisa mengganggu ketenangan orang lain baik dengan cara mengambil benda
benda ataupun bahkan merusak atau bisa juga sampai melukai orang-orang di
sekitarnya. Oleh karena itu tindakan orang dengan gangguan jiwa yang menimbulkan
kerugian terhadap orang lain dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar

hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,

! pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

14
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mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut.”

Berdasarkan dalam rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan
dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut

memenuhi empat unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus melanggar hukum;
2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.®

Terpenuhinya keempat unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk suatu
perbuatan dapat dikatan perbuatan melanggar hukum. Apabila salah satu saja unsur
ini tidak terpenuhi maka tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar

hukum.*

Jika seorang telah dibuktikan melakukan perbuatan melanggar hukum dan
merugikan orang lain, maka kepada seorang tersebut dapat dimintakan

pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang

2 Subekti R, Tjitrosudibio R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT.Pradnya
Paramita, 2001), him. 346.

3 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung : PT.Citra
Aditya Bakti, 2002), him. 65.

4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012),
him. 260.

15
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dimaksud adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat dari

terjadinya perbuatan melanggar hukum tersebut.

Sehubungan dengan pemikiran penulis yang telah diuraikan dari latar belakang
tersebut serta untuk mengetahui lebih rinci mengenai permasalahan ini, penulis
mengangkat isu tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul
“Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan

Oleh Orang Dengan gangguan jiwa”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan

yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

16
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2. Untuk mengetahui pengaturan dari pertanggungjawaban terhadap perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa dalam

aspek hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan turut dapat menjadi bahan masukan untuk
para akademisi dan/atau praktisi hukum dalam kasus yang berkaitan dengan
perbuatan melanggar hukum dalam aspek hukum perdata.

2. Manfaat Praktis
Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk para rekan
mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum perdata khususnya dalam bidang

perbuatan melanggar hukum.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada
bidang perbuatan melanggar hukum yang terdapat dalam hukum perdata. Penelitian
ini hanya membahas pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan
melanggar hukum serta pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

17
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F. Kerangka Teori dan Konsep
Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.
Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang
berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum.
1. Teori Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan
onrechtmatige daad dan dalam bahasa Inggris dikenal tort. Kata tort sendiri
sebetulnya hanya berarti salah. Namun, khususnya dalam bidang hukum, kata
tort itu sendiri mulai berkembang sedemikian rupa sehinggga berarti
kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam sebuah
perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan perbuatan melawan hukum disebut
dengan orechtmatige daad dalam sistem hukum Belanda atau negara-negara
di Eropa kontinental lainnya. Kata “fort” berasal dari kata “torquere” atau
“tortus” dalam bahasa Perancis, seperti kata “wrong” berasal dari kata
Perancis yakni “wrung” yang berarti kesalahan atau kerugian (injury).
Sehinga dalam prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang

kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat

> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
him. 110.
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mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa Bahasa Latin, yaitu
juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non leadere, suum cuique
tribuere (semboyan hukum adalah secara jujur, tidak merugikan orang lain,
dan memberikan orang lain haknya).®

Adapun, menurut ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, perbuatan melanggar hukum adalah setiap perbuatan melanggar
hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain,
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu
mengganti kerugian. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa, setiap perbuatan yang
menimbulkan kerugian tidak semuanya merupakan perbuatan melanggar
hukum, namum harus memenuhi unsur dari perbuatan melanggar hukum,
yaitu memiliki unsur melanggar hukum, unsur kesalahan hubungan sebab
akibat antara kerugian dan perbuatan dan memiliki unsur kerugian.” Apabila
suatu perbuatan telah memenuhi keempat unsur tersebut, maka perbuatan
tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum. Sama halnya dengan hewan
ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, apakah perbuatan tersebut
sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang akan ditelaah

dalam teori ini.

® Nin Yasmine Lisasih, Teori tentang Perbuatan Melawan Hukum, diakses dari
https://ninyasminelisasin.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/, pada tanggal 09 September
2019, pukul 14.09 WIB.

" Munir Fuady, Op. Cit., 2002, him. 65.
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2. Teori Tanggung Jawab
Menurut Titik Triwulan pertanggugjawaban harus mempunyai dasar,
yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk
menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum
orang lain untuk memberi tanggung jawabnya. Menurut hukum perdata dasar
pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko.
Dengan demikian dikenal dengan petanggungjawaban atas dasar kesalahan
(liability based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang
dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko
atau tanggung jawab mutlak (strict liability)®. Menurut hukum, tanggung
jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang
perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu
perbuatan.®
Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam suatu perbuatan
melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:°
a. Tanggung jawab akibat perbutan melanggar hukum yang dilakukan
dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan

8 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi

Pustaka), 2010, him. 49.

503.

® Soekidjo Notoamojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), him. 45.
10" Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Citra Aditya Bakti, 2010), him.
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penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat

akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan
pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan

moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada
perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya
meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas

kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untu mempelajari suatu

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka

juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

timbul di dalam gejala bersangkutan.?

11 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,

him. 37.
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Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum
dikonsepkan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku
manusia yang dianggap pantas. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.'2
2. Pendekatan Penelitian
Adapun jenis-jenis pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang (statute approach) vyaitu pendekatan
menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu
hukum yang sedang dihadapi dalam hal ini pertanggungjawaban perdata
terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan

gangguan jiwa.'3

12 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2014, him. 117.
13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, him. 95.

22



23

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi
hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam
ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap
pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi
pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu
hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide
dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum,
maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.*
3. Sumber Bahan Hukum
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, adapun
yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.'®
Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
dan

C) peraturan-peraturan lain yang terkait.

14 Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, him. 95.
15 Zainuddin, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 46.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang
merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :
a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa
permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
b) kamus-kamus hukum;
c) jurnal-jurnal hukum;
d) komentar-komentar atas putusan hakim yang berkaitan dengan
hukum perdata.®
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya
adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, buku-buku literatur, dan
seterusnya.*’
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi
kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku
maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji

dalam penelitian ini, juga pendapat para tokoh atau para ahli.

16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Pers, Jakarta, 2003, him. 32.
7 1bid, him. 12.
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5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder
secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan
cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis'® yang
dalam hal ini objek yang diteliti dan dipelajari adalah pertanggungjawaban
perdata terhadap perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh orang
dengan gangguan jiwa. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode
berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu
proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah
diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau kesimpulan

(pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.®

18 Soerjono Soekanto, Pengantar llmu Hukum, Ul Press, Jakarta, 1984, him. 68.
19 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, him. 9.
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